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: a. bahwa untuk mempertegas dan rnernperielas tugas dan fungsl Dinas
Sosial Provinsi Sumatera Selatan, dlpandang perfu mengadakan
perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49
tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsl Dinas Soslal Provinsi
Sumatera Selatan ;

c. bahwa perubahan atas Peraturan Gubernur Sumstera Selatan
Nomor 49 Tahun 2008 sebagalmsna tersebut pads huruf a perlu
diatur dan ditetapksn dengsn Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan.

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembsran Negsra RI
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
1814);

2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1914 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah denqan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran
Nagara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Nagara RI Nomor 4389);

,4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ~Lembaran Negars RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dlubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4844);
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1. Pasal 3 hUM b diubah dan harus dibaca
b. pemberian rekomendasi perizinan yang berkaitan dengan bidang

sosial yang melebihi dari satu daerah kabupaten/kota .

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Sefatan

Nomor 49 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Soslal
Provinsi Sumatera Selatan Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 19 seri 0
diubah sebagai berikut :

Pasal I

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 49
TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSf DINAS
SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara RI
Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Ke~a Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2008

tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera

Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D).
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Menetapkan



,

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 13 SERI 0

UWARDI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Februarii 2009

J SEKRETARIS DAERAH PROVINJItt SU TERA SELATAN. r
r

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Febru.ari 2009
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Peraturan Gubernur inj mulal berlaku pada langgal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasaln

" pemberian rekomendasi izin " sehingga Pasal 15 ayat (3)
berbunyi :
(3) Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan. pemberian
rekomendasi izin serta pemantauan. pengendallan terhadap
pendayagunaan sumber dana sosial dan pemberian bantuan
jaminan sosiai.

diubah menjadi2. Pasal 15 ayat (3) kata-kata "pemberian izin •
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